STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Telp: (0754) 61083

KOMISI PEMILIHAN UMUM .
KOTA SAWAHLUNTO Tanggal Revis :
Jin. Khatib Sulaiman No. 54 Sawahlunto Tanggal Efektif
Email: kota_sawahlunto@kpu.go.id Disahkan oleh
Nama SOP

DASAR HUKUM

2

Undan-Undang Republik Indonesia Momor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiihan Umum
{Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/fiKota,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilhan Umum MNomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelma atas Peraturan Komisi Pemikhan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umurn, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilhan
Umum Kabupaten/Kota;

3. |Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 14 Tahun 2020

{tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Karja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekrelarial Komisi
Pemiihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisl Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubshan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
{Susunan Crganisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

4 |Pereturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomar 1 Tahun
2021 Tentang Standar Lay Informasi Publik;
5

Peraturan Komisi Pemilihan Umum MNomer 17 Tahun 2023
{tentang Jadwal Relensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi
{Pemilhan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilhan Umum
|KabupatenfKeta;

Peraturan Komisi F‘smihhnﬂ
j Feng

Pemilihan Umum Komosl PGT!’BHFIEFI Umum Prcwnsu dan Komisi
Pemilihan Umum Kabup tefah diubah
|dengan Peraturan Komisi Pemifihan Urnun Nomor 11 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Paraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

22 Tahun 20Z3|

Umum  Nomer
¥ Informasi

ola.

Publik i Komisi|

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Badan Publik wajib mengumumkan Informasi

2. Pengumuman informasi wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah
dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk
setempat;

3. Pengumuman dapat diseberluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi (website)
PPID dan/atau Badan Publik, dan/atau media sosial Badan Publik, ;

4. Pengumuman dan penyebarluasan Inoformas! Publik wajib memperiihatkan Aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas;

5. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik paling sedikit dilengkapi dengan audio,
visual dan atau braile.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Permintaan Informasi Publik

SOP Pengajuan keberatan

SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik |

SOP Pendokumentasian Informasii Publik

SOP Standar Makiumat Pelayanan

SOP Standar Penguijian Konsekuensi

1. Papan Pengumuman di Dalam Ruangan ;

2. Papan Pengumuman di Luar Ruangan;

3. Laman Website KPU Kota Sawahlunto;

4. Media Sosial KPU Kota Sawahlunto (Instagram, Youtube, Tiktok, Facebook)
5. Media Audio Visual;

PERINGATAN

LAMPIRAN

Badan Publik dilarang menunda mengumumkan Informasi
yang waijib diumumkan secara serta meria kepada publik

1. Disimpan sebagai arsip/dokumen balk berupa softcopy/hardcopy
2. Data base Sub bagian Parhubmas dan SDM




SOP PENGUMUMAN INFORMAS| PUBLIK

el Koasm Atasan PPID- PPID I,,m eeepin| Kelengkapan | Waidu|  Output
Atasan PPID memerintahkan PPID untuk membuat Pepan 1Hari |Pengumuman
Pengumuman Informasi ke Publik dengan menggunakan Pengumuman di
bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami dalam ruangan
serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang . | dan di luar
digunakan penduduk setempat | ruangan, media
l sosial, website
KPU Kota
; Sawahlunto
Pengumuman informasi disebarluaskan melalui Papan | Pepan 1Jam |Pengumuman
Pengumuman, Laman Resmi (website) Badan Publik, | Pengumuman di
dan/atau media sosial Badan Publik paling sedikit | dalam ruangan
dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braile dengan v dan di luar
memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ruangan, media
sosial, website
KPU Kota
Sawahlunto dan
TV sebagai
| pengumuman
| audio visual
Badan Publik dilarang menunda mengumumkan Informasi ’F’apan 1 hari |Pengumuman
yang wajib diumumkan secara serta merta kepada Publik Pengumuman di
meliputi: | dalam ruangan
- Pengumuman peristiwa yang mengancam hajat hidup S dan di luar
orang banyak yang sedang terjadi; ruangan, media
- Pengumuman Informasi tentang prosedur evakuasi |sosial, website
keadaaan darurat kepada pihak yang berpotensi KPU Kota
ferkena dampak; dan Sawahlunto dan
- menyediakan sarana dan prasarana penyebariuasan TV sebagai
Informasi keadaan darurat. pengumuman
audio visual,
pengumuman
evakuasi dini pada
|setiap ruangan

Waktu yang diperiukan : minimal 2 Harl maksimal 3 Harl, untuk pengumuman serta merta 1 harl
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Jin. Khatib Sulaiman No. 54 Sawahlunto

Telp: (0754) 61083 Email: kota_sawahlunto@kpu.go.id

Nomer SOP

SRl

Undan-Lind

wwam;m147mmm1pm'
Keterbukaan Informeasi Pubik;

Pelayanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Umum

2. |Peraluran Komisi Pemiihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 fenlang Tats)
Kerja Komisl Pernikhan Umum, Komisi Pemilhan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemillhan Umum Kabupaten®ota, sebagaimanz telah diubsh
baberapa kafi temkhir dengan Peraturen Komisi Pemilhan Umum Nomor|
12 Tahun 2023 lentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemiihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 lontang Tala Keda Komisi
Pomilhan Umum, Komisi Pemiihan Umum Provinei, dan Komisi Pemilihan)
Kabupaton/Kota;

Sek il Komisi  Pemiii

3, |Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kera Sekretariat Jenderal Komisi
Pemikhan Umum, Sekretarist Komisi Pemiihen Umum Provinsi, dan

Umum

|beberapa kali diubah torakhir dengan Pemturan Komisi Pemilihan Umum|
Momor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemiihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Organisasi, dan Tata Kera Seloetariat Jenderal Komisl Pemilhan Umum,
|Sebretarial Komisi Pemilhan Umum Provinsi, dan Seloelaral Komisi

Pemilihan Umum

Nomer 1 Tahun 2021

dan Komisi Pamihan Umum

4 |Perat Komisi Ini P
Tentang Standar Laynnan informasi Publik;
5 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal

|Retensi Arsip Komisi Pemiihan Umum, Komisl Pemiihan Umum Provinsi,
Kabupaten/Kota:

8 |Peraturan KnnﬂPmlhnnlﬁmmNomorZTmzmwm
Publik di Komisi Pemilhan Umum,

Knrrlnl Pmiltrln Urmnum Provinsi, dan Komisi Pemihan Umum
telah diubsh dengan Peraturan Komis)
Pur!ﬂhani.lmﬂmmﬂ Tahun 2024 tentang
Komisi Pemihan Limum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan|
Palayanan informasi Pubdik di Komisi Pemilihan Umum, Komési Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemifhan Umum Kabupaten/ola;

ates F

3. Memiliki tingkat kemampuan dan keteltian yang baik datam mengelola data;
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat waktu,
5. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan,

Apabila p
nulunumhnnknqndmmmmm?henkeqam
dapat hingga

publik

kerja, dalam hal belum

2. |PPID wajib memberikan respon atas permintaan informasi pemily
dan pemilihan paling lama 3 (tiga) har kerja setelsh diterimanya
permintsan Informasi. PPID dapat memperpanjang respon atas)
mlmmmmmmngmumm

yang
darvatau belum depat memutuskan status informasi
dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan.

1. Disi ok baik berupa
zmmmmmanwm




SOP PERHWTJ\AN nwonuast PUBLIK

mmmmnmmumn

2 |Petugas PFID beritahukan persy permi Lembar }5rnarn‘1 Lembar
berupa: Permohonan Permohonan
- Identitas

(porsecrangan: KTP/surat keterangan kependudukan

dani Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil),

(badan publik: akte notaris dan dokumen pengesahan
badan publik);

(k:ah'npnkm luuua dan fotokops KTF/ sural
1 kuasa)

- Jika Pemohon Informasi Publk memiiki  kebutuhan
kmmmmumwmm

{1
%

idalam pengi formutir P Ir
Publik
3 inf i dapat mengajuh h ke i |[tembar [Emenit Lembar
mkaaWWmmmm |Permohonan Permohonan
Mengisi formulir permintsan informasi publik paling sadikit {Informasi Informasi
mum.rnkm:
a. nomor pendaft yang diisi #an nomor setelah

b. na'na mmpemmngunmhudmh.*mmu
kuasanya;

¢ nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk

atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum

dani Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -——l

d_atamat;
2. nomor ielepone-maill; i
f.surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi

Publik dikuasakan kepada pihak lain; |
g. rincian Informasi yang diminta;
h. tujuan panggunaan Informasi; |
i. cara memperoleh Informasi; dan |
j. cara mengirimkan Informasi.

4 Inf i Pubiik metalui surat elektronik (email)| Lembar 10 menit Lembar
m apl‘haal ePFID (cnllrn] pemohon informasi  publik  harus) Parmohenan Permohonan
paling sedikit: Informasi online Informasi
a.nama lengkap crang perorangan atau badan hukum atau online

kuasanya;

b. nomor induk kependudukan \sesuai kartu tanda penduduk
atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. alamat;

d. nomor telepon/e-mail;

e. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi
Pubiik dikuasakan kepada pihak lain;

I. rincian Informasi yang diminta;

9. tujuan penggunaan Informasi;

h. cara mempearoleh Informasi; dan

i. cara menginmkan Informasi;

5 [PPID nomor p ¥epada p [ |Cembar 5 menit [Combar
mwmmmmtmmmm | Permohonan |Permohonan
menyimpan salinan formulir permintaan informasi publik yang telah| | Informasi |Informasi
diberikan nomor pendaftaran sebagal tanda bukti permintaan|
PN i

6 |PPID i nomor daft kepada Pemohon Inf i + Lembar 5 manit |Lambar
Publik setelah diterimanya permintaan dengan mengirimkannyal Permohonan |Permohonan
melalui surat elektronik (email). ‘ Informasi |informasi

?l&wah." h gajukan Permi Inf i Publik b i Lembar |5 menit Lembar
Badan Publik, PFID mencatat Permintaan Informas! Publik dalam) Permohonan Parmohonan
buku register Permintaan Informasi Publik Informasi Informasi

8 [PPID KUk ik i Lembar 5 menit paling |Lembar
mmﬁmmsmﬂmnmmmﬂmwm Parmohonan lambat 3har  |Permohonan
telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik Informasi Informasi

9 |FPID y beritshuan tertulis kepada Pemohon| I i 10 Menit, paling | Py
Informasi Pwih pnﬂng I-ln'bﬂ 10 cm: hari sejak Permintaan) Tertulis lama 7-10 hari | Tertulis

Publik dalam hal

P

i i i Pemilu dan
mumm&ﬂmnwmmumbeﬁdudm
paling lambat 3 (tiga) hari selelah permintaan Informasi Publik
dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan|
infromasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.
Pemberitahuan tertulis berisi informasi:

a Informasi Publk yang diminta berada d bawah
Penguasaannya atau tidak;

b. keterangan Badan Publik yang menguasai Informasi yang
diminta dalam hal Informasi tidak berada di

bawah penguasaannya;

% ima atau iak F i Publik yang
disertai dengan alasary

d. bentuk Inf: i Publik yang

e. biaya dan cara | untuk If salinan
mmmmmm

f. wakiu yang untuk y Pubiik
yang diminta; ; ,

g penj atas pengl T yang
diminta bila ada;

hp Pubiik gian atau
seluruhnya; dan

|, penjelasan apabila informasi hﬁi&cﬁq:a‘lcibﬁukm karena
balum dik i atau balum




Kelerangan
tidak lengkap
y P Permi + Lembar 5 menit paling
Publik dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) hari sejek surat P lambat 3hari  |Permohonan
katarangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Pubiik —-I Informasi Irformasi
12Jmmm:mmmmm l Lembar 5 Menit Lembar
|Permintaan Informasi Publik yang diaj Permohonan |Parmchonan
MMWWMMIMMWM . Informasi Informasi
juti Permintaan Inf i Publik yang diaj L
13 |Jika Permintaan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan Pemberitshuan |10 menit [Pemberitahuan|
pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan) Tertulis Tertulis
F berdasarkan alasan pengecualian Informasi, PPID waijib)
s F secara leriulis dan disertal surat) .
} pengecuali paling lambat 10 har sejak]
permintaan informasi Publik diterima
14 llika Pemmintaan i Publik  dikabulk PFID 10 Menit Mendapatkan
akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahu Informasi |Informasi
|mwﬁmmmawmummmppm r
salinan | mmmwnhan Ao
dok digital {softcopy) atau dok igital ( ]
15 muiummmmmmmmmmm Mendapatkan |10 menit paling |Mandapatkan
status inf | yang di mohon pemohon maka Badan| linformasi lama T hari Informasi
Publik memberitahukan perpanjangan wakiu yang diserlai o
lalasan tertulis kepada pemohon Informasi Publik paling lambat 7 hari|
sejak jangka wakiu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat]
diperpanjang lagi
LT mmmmwmmjum [ [Bebas biaya, |5 Mentt |Bebas biaya,
biaya penggandaan dokumen dm hqra pmpimn kecuali jika kecuali jika
inf i yang akan ep i i ‘ terdapat biaya terdapat biaya




STAN

DAR OPERASIONAL PROSEDUR KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Telp: (0754) 61083  E

KOMISI PEMILIHAN UMUM ;;‘;?;;S;m
KOTA SAWAHLUNTO Revsi
Jin. Khatib Sulaiman No. 54 Sawahlunto ﬂmﬁxhﬂ

mail: kota_sawahlunto@kpu.go.id

TUndan-Undang Republik_Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

1. Pamyamm{ keberatan,

2. |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang|
Tata Mera Komisi Pemilihan Umum, Komesi Pemiihan Umum|
Provinsi, dan Komisi Pemilhan Umum Kabupatan/ota,
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubzhan Kelima atas Peraturan Komisi Pemifihan
Umum Nomor B Tahun 2019 tentang Tata Kera Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Knn\m]
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. |Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keral
Sekretaniat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemifihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan)
Umum F fKola, bagai beberapa kali diubah)
mﬂwﬁmpafm“mrridm Umum Nomor 21
Tahun 2023 fentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Fumﬂm Umum Nmnr 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi|
Pumﬁtm I.Jm.lm Sekretarial Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4 [P Komisi | i Ropublik ia Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Namor 17 Tahun 2023
tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Urmum Provinsi, dan Komisi Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota;

L] Pel‘at\.lran Komisi Pmllhln Urrum Nomor 22 Tahun 2023|
dan Py fi Publik di Komisi
P«rﬁmLkmmeunumm;miJMPmnsl dan Komisi|
Pemilihan Umum Kab 0, telah diubah
Wﬂmmmmanmmn Tahun|
2024 lentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum|
Nomor 22 Tahun 2023 tenlang Pengelolaan dan Pelayanan)
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemdihan|
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

3. Jangka waktu;
4. Waktu Pelayanan,

TAN T
1 |sOP ng-.mumaen Informasn Publik

2 |SOP Permintaan Informasi Publik

3 |SOPF dan Py iran Daftar Informasi Publik

4 |SOP Pendokumentasian Informasii Publik

5 |SOP Standar Makiumal Pelayanan

8 |SOP Standar Pengujian Konsekuensi

1. Rumgpe#aymanlnformasi: :

2. Formulir Pengajuan Keberatan;
3. Komputer, Printer;
4. Meja dan Kursi;

Prosedur ini wajib allaka.ana_ﬂa'l sesual SIII- kegaian

1, mmmmammmmmmmmmpymm

2. Data base Sub bagian Parhubmas dan SDM




Pemorm Informasi pmlk rnangﬂu.im kabnmn'l
terhadap pelayanan informasi publik kepada atasan
PPID jika ditemukan hal:

a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian
informasi Publik;

b. tidak disediakannya Informasi berkala;

c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;

d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi  tidak
sebagaimana yang diminta;

e, lidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi wakiu
yang diatur dalam Peraturan ini.

mdqmmmm(mm:m

Dﬂan hal parmhon rnfumlasi Publik  memiliki
|an  khusus, Informasi
memberikan bantuan penﬂsla'l formuilr keberatan.

2 |Pengajuan keberatan dapat diajukan secara tertulis dengan

g langsung kepada Badan Publik dan harus mengisi

ir keberatan yang benisi:

a. nomor pendatt, keberat:

b. mmmlmmm

. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya,

@. alasan pengajuan keberatan;

1. waktu pemberian langgapan atas keberatan yang diist
oleh Petugas Pelayanan Informasi;

g. nama dan tanda tangan Pemohon informasi Publik
yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan

h. nama dan tanda tangan petugas Pelayanan Informasi
yang menerima pengajuan keberatan

10

menit

Formulir
Keberatan

3 |Pengajuan keberatan juga dapat diajukan secara tertulis|
dan dikiim melalui surat elektronik (email) atau padal
memnmmmmmm
a. nomor per Inf i Publik;

h uumpuwnm!mmnm

mengqmmlmb«am:amkum

d. alasan pengajuan keberatan; dan

@.nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan keberatan atau kuasanya.

Publik yang

online

Formulir Keberatan|

menit

10 |Formuir

4 |Seteiah menenma keberatan, PPID yang menerima
Geiphia d i 2

1 langgapan)
atas keberatan serta membubuhkan nama dan tanda
{tangan pada formulir keberatan.

Formulir

5 |PPID wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan|
|kepada Pemohon Informasi Publik dengan mengirimnyal
|melaiui surat elektronik (email) Pemohon Informasi Publilc.

Farmulir

& |PPID wajib mencalal pengajuan keberatan dalam rogist
keberatan

me.lrr

7 |Alasan PPID wajib memberikan tanggapan secara teriulis
yang disampalkan kepada Pemohon Informasi Publik
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejek
dicatatnya pengajuan keberstan tersebut dalam register]
keberatan dalam hal permintaan berkaitan dengan
Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan
Pemilinan pada tahap penyelenggaraan yang telah beralu
dan paling lambat 3 (tiga) hari setelah db'lmm
keberatan dalam hal permintaan berkailan
mummmmummmmm
berjalan, paling sedikit memuat:
&, Tanggel pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; dan
c. Uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan
keberatan.

8 |Jika Atasan PPID menolak memberkan Informas
berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, waj
menyertakan surat keputusan pengecualian Informasi

TIIEEA
RAE

A




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM s
KOTA SAWAHLUNTO [Tanggsl Revisi
Jin. Khatib Sulaiman No. 54 Sawahlunto L Eloidi

Telp: (0754) 61083  Email: kota_sawahlunto@kpu.go.id Hissien oich

Undan-Undang Republik Indonesia

q Inf i Publik;
2. |PmmnKmmmmmﬂammnmﬂ“—wuﬂm*mmnm
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum|#. Menetapkan Daftar Informasi Publik.
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Peraluran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
lantang Perubahan Kelima atas Paraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2018 lentang Tata Kera Komisi]
Pamilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Femilihan Umum Kabupaten/Kola;

3. |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020)
tenlang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tats Kergaj
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komési
Pemifihan Umum Provinsi, dan Sekretarist Komisi Pemilihan
Umum ia, rbagai kali diubah)|
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nemor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomer 14 Tahun 2020 tertang Tugas, Fungsi,
[Susunan Organisasi, dan Tala Kerja Sekretariat Jenderal Komisi|
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretarial Kemisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

4 |P Komisi Inf i Republik Indonesia Nomor 1 Tahun|
2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023]

lentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum|
Kabupaten/Kota;

6 |Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 22 Tahun 2023|
g Peng dan Pel Publik i Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupatenota, sebagaimana lelah diubah,
dengan F Komisi F Umum Nomor 11 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komiési Pemilihan Umum)|
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengeiolaan dan Pelayanan|
Inf i Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umnum Provinsl, dan Komisi F Limism K ;

= : __|PERALATAN | PER
Publik 1. Laman Website KPU Kota Sawahlunto;
2. Laman Websita PPID Kota Sawahlunto;
2 |SOP Permintaan informasi Publik 3. Komputer, Printer;

4. Jaringan Intemet;

3 |sopxamsmmrmssi Pubiix

4 [SOP Pendokumentasian Informasii Publik

§ |SOP Stendar Meklumat Pelayanan

1. Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy
2. Data base Sub bagian Parhubmas dan SOM




SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMAS! l. ]

mmmﬂgmmm
dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi menghimpun
Infermasi Publik yang dikuasai kerja/ satker
Tim Penghubung menyusun usulan Daftar Informasi Publik| Daftar Informasi |3 hari |Dafiar
berdasarkan Infomasi Publik yang ftelah dihimpun dani Publik Informasi
masing-masing Sub Bagian di Badan Fublik dan ExS Publik
menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik
PPID.
PPID melakukan telash dan kiasifikasi terhadap usulan| 1 Daftar Informasi |1 han  |Daftar
Daftar Informasi Publik untuk kemudian dirapatkan| Publik Informasi
besama: : . = Publik
- Atasan PPID dan PPID melakukan koreksi lerhadap e L] _— gk
usulan daftar Informasi Publik;
- Atasan PPID menyampaikan hasil koreksi kepada Tim
Pertimbangan untuk mendapatkan masukan.
PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk| Keputusan Daftar |1 harl  [Keputusan
Keputusan berdasarkan persetujuan Atasan PPID L Informasi Publik Dafiar
= = Informasi
Publik
diumumkan ke
'website
Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat l {Keputusan Daftar |1 har  |Keputusan
{enam) bulan sekali dengan usulan Tim Penghubung . Informasi Publik Daftar
ravisi Informasi
Publik
di mke




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

Jin. Khatib Sulaiman No. 54 Sawahlunto
Telp: (0754) 61083 Email: kota_sawahlunto@kpu.go.id

T

1, Undan-tmmg Repubiik hd:;lum Nomor 14 Tahun 20081, Manmmndmmmmwwhlmmmr

digital (hardcopy) kecuali dokurnen infomasi elektronik.

2. |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor B Tahun 2018 tentang|
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umumi
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
|sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan|
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
(tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi)
Pemilihan Umum, Komisi Pemilinan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. |Persturan Komisl Pemiihan Umum Nomor 14 Tahun 2020|
[tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kera
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi|
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretanial Komisi Pemulihan
Umum pa kali diubah]
hralmkdmuunPamtumeuiPnnilhln Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubashan Keduas atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretanat Jenderal Komesi
Pemilihan Umum, Sekretarial Komisi Pamilihan Umum Provinsi,
dan Sekretanat Komisi Pemiihan Umum Kabupaten/Kota;

4 Komisi Infs i Republik Inde ia Nomor 1 Tahun|
mn«-ungmmmmwum

5 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nemor 17 Tahun 2023
tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisil
Pemiihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemikhan Umum
Kabupaten/Kota;

B Portturan Komis: Pemithan Umum Nomor 22 Tahun 2023
i’ dan F i Publik di Komisi)
PurﬂhmlkannmuPemihanUmmPrmmn dan Komisi
Pemilihan Umum KabupatenKota, sebagaimana tefah diubah
|dengan Peraturan Homisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun|
2024 lentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pomilihan Umumj
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan|
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

1 |SOP Pengumumaan Informasi Publik

2. Komputer, Printer;
2 |SOP Permintaan Informas! Publlk 3, Jaringan Intemet;

3 |SOP Keberatan Informasi Publik

4 |SOPF 1 dan Py 1 Inds Pubiik

§ |SOP Standar Maklumat Pelayanan

Prosedur ini wajib di ¥ sesuai alur kegiat 1D|a:mpmsﬁ:ag.mz=ipldohmmhakmmmapymaﬂmpy
2. Data base Sub bagian Parhubmas dan SOM




SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

Tim Penghubung dibantu oleh Petugas Pelayanan

Informasi menyimpan dan mendokt ikan seluruh

informasi pubilk yang termuat dalam Daftar Informas! Publik - ; (hardcopy dan |informasi
dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan dokumen | softcopy) publik
nondigital (hardcopy) serta dikuasai cleh badan publik baik (hardeopy dan
berupa arsip digital atau non digital : softcopy)

2 |Pemenuhan kaidah Inleroperabiitas Dala yang termuat Berkas dokumen |1 Han |Berkas
dalam |nformasi Publik paling sedikit harus memenuhi + informasi publik |dokumen
syarat (hardcopy dan informasi
a. Konsisten dalam sintak/bentuk, sin = |softcopy) pubik

komposisi penyajian, dan tik/artikulasi (hardcopy dan
keterbacaan; dan softcopy)
b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca
Sistem Elektronik.
¢. Parindungan data pribadi;
d. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas;
@ sesual dengan ketentusn peraturan perundang-
undangan |
PPID mengoordinasikan penyimp: dan E [Berkas dokumen |1 Han |Berkas
pendokumentasian Informas! Publik dengan seluruh Sub| | informasi publik dokumen
Bagian satuan kerja di Badan Publk yang menguasai _". (hardcopy dan informasi
Informasi Publik. softcopy) publik
(hardcopy dan
softcopy)
-

Waktu yang diperiukan : 1 Harl




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

B o

R
s.umwmmnewmmmummruTmm. yimp
2. Menyi dan mendok 0 1 dalam bentuk dokumen digital (softcopt) dan dokumen non

Z ‘mu.m Kormisi Pamiihan Urnum Nomor B Tahun 2018 teriang| digital (nardcopy) kecusli dokumen infomas| elektronik.

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umumi
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Hota,
ssbagaimana telah dwbah beberapa kali terakhir dengan|
Peraluran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tantang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nemor 8 Tahun 2019 tentang Taila Kega Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Lmum Kabupaten/ota;

3. |Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keral
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisil
Pemilihan I..hmm Provinsi, dm sglu-mht Komisi Pemilihan|
Umum fK t kali diubah
memnmmmmmm
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
PmﬂqunNowM Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
isasi, dan Tata Kerja Sekretanal Jenderal Komisi}
Mmmmmwhmmmmw
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4 |P Komisi R . ia Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Standar lelrl Informasi Publik;

5 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023
tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisil
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Fota;

] |Pﬂi.|nn Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

L dan P Publik di Komisi

Pe:rimm Umum, Komisi Pomluhan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabup i telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pcrnllhm Umum Nomor 11 Tahun
2024 tenlang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum|
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan)
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Um.m. Komisi Pemilihan|
Umum Provinsi, dan Komisi Pemi

Nomor SOP BT

KOMISI PEMILIHAN UMUM T :‘m‘;’m 2

KOTA SAWAHLUNTO ey N
Jin. Khatib Sulaiman No. 54 Sawahlunto Disahkan oleh Sekretan
T Telp: (0754) 61083 Email: kota_sawahlunto@kpu.go.id
EKRET ;
‘\v Juni L

Nama SOP L

Sﬂ-.-—_.s,.-.,_. - 5 e -

4 SDPPangm-nmamlnfurmaslPtﬂk 1DukumenlnfonnaslPMk{hnrﬂwpyﬁanwﬁcopy)
2, Komputer, Printer;

2 |SOP Pemmintaan Informasi Publik S.Mngﬂnlmm

3 |SOP Keberatan Informasi Publik

4 |SOPP Publik

5 |soP Thakh Pelay :

6 |SOP Standar Pengujian Konsekuensi

T P LT T o
bt ek e W e g o

Prosedur ini waj mmmmrk@m : 1Didn~panmbagﬂarsl;!dﬁkunenbelkbuupasmmmm
2. Data base Sub bagian Parhubmas dan SDM

‘-';'ind.i ‘3-







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO
Jin. Khatib Sulaiman No. 54 Sawahlunto
Telp: (0754) 61083 Email: kota_sawahlunto@kpu.go.id

Nomor SOP

2 IPWIBKM&PMM&MNMWITIMZOWM
-Pmminni dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,|

mdm-umng Rapubm: lndnmm N'Dl'l'D!' 14 Tahun m1TamPandanTala Cara P&rqqlsﬂKunsl&uensl

Kotk Inf i Publik; 2. Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang dikecualikan;

Tata Kefa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

|Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 12 Tahun 2023

3. |Pernn|rm Komisi Pemilihan Umum Nemor 14 Tahun 2020|

dan St Komisi P Umum
|4 |Peraturan Komisi inft Nomor 1 Tahun|

telah diubah beberapa kali terakhir dengan|

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan|
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kera Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi|
Pemilihan Umum Kabupaten/ota;

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerjal
SMI Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaniat Komisi|

Umum Provinsi, r.lm Selwhrm Komisi Pemilihan
Umum Kat beberapa kall diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomer 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisil
Pemilihan Umum, S-hmmai Komisi Pemilihan Umum Provinsi,|

2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Kabupaten/Kota;
] Pemuran Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023
tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisil
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umumj

1 dan Pel Inf | Publik di Komisi
Perrlinun Urmum, Komisi Pemilinan Umum Provinsi, dan Komisi
Pﬂnirun Umum Kab [Kola, g telah diubah

P Komis| Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umumj
Nomer 22 Tahun 2023 fentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kaota;

3. Pengubahan stalus yang dikecualikan.

1.

AN

SOP Pengumumaan Informasi Publik ~ | Dokumen dan catatan informasi

2 |SOP Pemintaan Informasi Publik

3

SOP Keberatan Informasi Publik

4

SOP Makiuma! Pelayanan Informasi Publik

&

SOP Standar Maklumat Pelayanan

GISOPShr‘n‘arP-»«" ian Inft i Pubiik

| iP‘ dur ini wajib dil ksanak quﬁahrkagam E 3= thmnmb@ammmb&kbuupasuhnmm&w

2. Data base Sub bagian Parhubmas dan SDM




2

. e

2 |MWWMMKPURIM
informasi

dikecualikan dilakukan oleh KPU Rl Jike KPU
Sawahlunto ingin menyampaikan usulan permohonan)
konsekuens!

publik yang dikecualikan ditet

mmmmmmmumm
mempedomani  kepulusan tersebut unfuk menetapkan)

informasi yang dikecualikan

1 Hari

informasi yang dikecualikan P'PID m‘uﬁ&nkﬂl ataul |dikecualikan
mengaburkan mateni Informasi yang d dalam|

salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan|

|mnmpm

mudmmmwmmim 1 jam

yang dikecualikan yang ditetapkan oleh KPU Ri si
|berakhir

2 [FPID melakukan pemutakhiran Dafiar informasi

NTNTEDN et SNWPRIR Sene Kepubad,




